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Sifat . Penting
Perihal . Imbauan
Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Di-
Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan  Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan
Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atau
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Il. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:
Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan
Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (¢) , ( e) dan (i) , bahwa
tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi
pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan
pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak
pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

I1l. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 pada :
a) Pasal 48, Ayat :

1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Lembaga
Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran
berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan
secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.
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2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Lembaga

Penvi :
benytaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai
entuk layanan kepada masyarakat..

Berdgsarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa
mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk :
1) berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta,
dan Lembaga Penyiaran dalam hal penyiaran Kampanye Pemilihan.
2) Memberikan alokasi waktu yang sama dan memperiakukan secara berimbang
dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye
3) berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan
proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat..

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram

2. Ketua Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram
3. Pertinggal
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